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https://e-katalog.lkpp.go.id/
https://e-katalog.lkpp.go.id/

Transformasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

‘ Procurement
by industry
category
Strategic
Procurement

® Transactional
Procurement

Keppres 80/2003 > >




Transformasi Pengadaan

No Hal PARADIGMA LAMA
1 Jumlah paket Banyak (individual)
Pengadaan
(Kontrak)
2 Harga beli Diatas harga pasar
3 | Pelaksanaan Transactional/
Klerikal
4 | Proses Panjang/ Rumit
5 | Kontrak Jangka Pendek
6 | Biaya administrasi Tinggi
7 | Metoda Manual
8 Lingkup Procurement+ kontrat

managment

Kebijakan

PARADIGMA

BARU
Sedikit
(group/shared)

Harga pasar atau lebih

murah (market driven)

Strategik

Sederhana

Jangka Panjang

Rendah

Memakai alat bantu elektonik

(e-procurement)

Procure to Pay
(Procurement+contract

management + Payment)




TERMINOLOGI :

« Katalog Elektronik adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, merek, jenis,
spesifikasi teknis, harga dan jumlah
ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari

berbagal Penyedia

« Katalog Elektronik Sektoral adalah
Katalog Elektronik yang disusun dan
dikelola Kementerian
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Pasal 110

(1) Dalam ranglca F-FPurchasingg, sisterm lkatalog elelstronils
(Io-Clecrtcilocgrieer) seliurang-lkurangrnvia trierrviat inforrmaeasi

telinis dan harga Barang /. Jasa,

(2) Sistem katalog elelktronils sebagaimana dimalksud pada
avat (1) diselenggaralcan oleh 1LKPP.

(2a) Barang /. Jasa VELTLEL dicantumlcan Adalaaan lcavtanlog
clelktronile ditetaplcan oleh Kepala LKPP.

(3) Dihapus.

(-+) B X LD waajib melalcualcan Fo-Purchasirie terhadap

Barang/ Jasa vang sudah dirmuat dalam sistemm katalog
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clelktronil sesual dengan kebutuhan K/LL/ID /1.

(5) I-Purchasing dilalksanalcan oleh Pejabat
Pengadaan / PPK atana pejabat vang ditetaplcan oleh
Pimpinan Instansi/Institusi.

(6) Ketentuanan lebih laarmjuat ImMe e riai 1’3—1’111'(-Iul.-;in;//

ditetaplcan oleh LK PP,

 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor : 6 tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-purchasing




ARAHAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN JOKOWI DALAM
KAITAN E-KATALOG

Jokowi minta pengadaan barangjasa Jokowl1 Ingin Tingkat Daya Serap Barang Lewat
: : Lelang e-Katalog

pakai e-catalog biar hemat

me dekg Pretri xmiw R

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015

DIKTUM KEEMPAT :
1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement
dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue;



Mengapa E-Catalogue?

Tidak perlu tender/lelang
bagi K/L/D/I untuk

mendapatkan barang/jasa

=y

Dapat memilih produk
sesuai kebutuhan (sesuai
kualitas, merk, fungsi dan

layanan yang diberikan)

Efisien

Menghemat sumber daya
(manusia, waktu, dan biaya)

Lebih Akuntabel

Lebih menjamin
ketenangan dalam
melakukan pengadaan

Katgog ot
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Transparan

Harga barang/jasa dan
spesifikasi teknis
transparan (bisa diakses
siapa saja)

Mendukung
pelaksanaan
kebijakan/program
Pemerintah
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E-Katalog o/

/ Katalog
Elektronik

Center-led
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KOMODITAS
NASIONAL

KOMODITAS LOKAL KOMODITAS SEKTORAL

PRODUK TERBARU (13223 ftems; 30 hari t2e=ihir




KRITERIA BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

« Barang;
- Barang/jasa dibutuhkan oleh » Pekerjaan Konstruksi;
beberapa K/L/DII; - Jasa Lainnya;
» Barang/Jasa Standar atau dapat .
distandarkan: dan « Jasa Konsultansi;
» Kebutuhan barang/jasa bersifat dan/atau
berulang « Barang/Jasa yang dimuat

dalam online shop.

» Barang/jasa dibutuhkan oleh » Barang;
Kementerian ; . - .
» Barang/Jasa Standar atau dapat Pekerja‘?n KO_nStrUkSI’
distandarkan; dan * Jasa Lainnya;
- Kebutuhan barang/jasa bersifat » Jasa Konsultansi;
berulang
» Barang;
» Pekerjaan Konstruksi;
 Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD; v'umum : dan
« Barang/jasa standar atau dapat :
distandarkan; dan . Viertentu .(.melalw
- Kebutuhan barang/jasa bersifat Competitive

berulang Catalogue);
Jasa Lainnya;
Jasa Konsultansi;




antara lain :

KEWENANGAN KEPALA LKPP
DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

REJECTO
wrovec,, - Memberikan persetujuan terhadap pengelolaan

|

/} Katalog Elektronik Sektoral/Daerah




ORGANISASI PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

N T T

KEPALA LKPP MENTERI KEPALA DAERAH
5 DEPUTI MONEV SEKRETARIS SEKRETARIS
DAN PSI JENDERAL DAERAH
DIREKTUR PS
3 KATALOG KEPALA ULP KEPALA ULP
4 POKJA POKJA POKJA
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e [ e
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TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA E-KATALOG SEKTORAL (1)

MENTERI

SEKRETARIS
MENTERI

Menetapkan pemenang untuk katalog elektronik sektoral
dengan lelang > Rp100 M atau seleksi > Rp 10 M
Perikatan kontrak katalog

Melakukan monev

Memberikan/mencabut sanksi kepada penyedia
Pemutusan kontrak

Melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang
dari Menteri

Menugaskan Kepala ULP untuk melakukan kajian terhadap
kelayakan usulan dari Satuan/Unit Kerja

. Menyampaikan hasil kajian kelayakan barang/jasa Kepada

Kepala LKPP melalui Deputi Monev dan PSI

. Menetapkan Kelompok Kerja
. Melakukan reviu terhadap prosedur pemilihan, untuk dijadikan

dasar penandatanganan kontrak

Memerintahkan Pokja untuk pemilihan ulang, evaluasi ulang,
pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan
(apabila hasil reviu tidak layak)



TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA E-KATALOG SEKTORAL (2)

KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN

3 KEPALAULP a. Melakukan kajian terhadap kelayakan usulan dari Satuan/Unit

Kerja

b. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis,
harga, dan jumlah ketersediaan pada katalog elektronik
sektoral di https://e-katalog.lkpp.go.id

c. Menerapkan sanksi bagi penyedia berupa penurunan
pencantuman dari katalog elektronik dan/atau penghentian
sementara dalam transaksi e-purchasing

4 POKJA Melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa
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SYARAT-SYARAT PENYEDIA E-KATALOG (1)

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha,;

memiliki ijin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau
pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,;

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan SPT PPh Tahunan tahun terakhir;

secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak;

tidak masuk dalam Daftar Hitam;

tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog
elektronik;



SYARAT-SYARAT PENYEDIA E-KATALOG (2)

8. memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman;

menandatangani Pakta Integritas;

memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat
dipertanggungjawabkan;

khusus untuk Penyedia Online Shop selain harus memenuhi persyaratan
tersebut, juga harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan
benar di dalam website Penyedia Online Shop berupa:

9.

10.

11.

d.

© oo o

spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis
atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;

harga dan cara pembayaran barang/jasa;

mekanisme pembelian dan pembayaran secara online;

cara penyerahan barang/jasa; dan

fasilitas layanan konsumen (purna jual).



SYARAT-SYARAT PENYEDIA E-KATALOG (3)

12. Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan
Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau
mata rantail pasok terdekat dari Prinsipal Produsen; dan

13. Khusus untuk Penyedia Competitive Catalogue selain harus memenuhi
syarat sebagaimana tersebut, juga harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di daerah
dimana sistem Competitve Catalogue digunakan;

b. memiliki atau menguasai alat utama; dan

c. memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil.



ALUR PROSES PEMBENTUKAN E-KATALOG

: Penaya
Pemben ‘| Pemiliha PRrg\s{ng Kontra ngan
tukan |’ n Pemilih K dalam
Pokja | Penyedia Katalog E-

an

Katalog




PENYAMPAIAN USULAN DAN EVALUASI E-KATALOG

NASIONAL
4b 3b

Sekjen/ 1 DKep?_I?\ALKPPé:q 2
Sesmen/Pl epul Pg?ev ar
* Jenis, volume,

spesifikasi teknis;
« waktu penggunaan,;
* rencana anggaran;
- referensi harga/HPS; 3a Y LAYAK T
* informasi produksi 2

(DN/LN)
- syarat Penyedia 4a
\/ KELOMPOK

KERJA

Berdasarkan kajian LKPP terdapat kebutuhan barang/jasa yg belum diusulkan K/L/D/I,

LKPP dapat melakukan proses pemilihan dan pencantuman pada katralog elektronik
(Pasal 43 Perka 6/2016)




PENYAMPAIAN USULAN DAN EVALUASI E-KATALOG
SEKTORAL

4 3b

|

KEPALAUNIT | 1 MENTERI cqg. 2
KERJA SESMEN

N

Jenis, volume, v LAYAK~_T
spesifikasi teknis;

waktu penggunaan;
rencana anggaran; S
referensi harga/HPS;
informasi produksi 6b

(DN/LN) 6a Y 7
 syarat Penyedia KEPALA LKPP cq T
DEPUTI MONEV LAYAK

?
\/ DAN PS| '

KELOMPOK
KERJA




PENYAMPAIAN USULAN DAN EVALUASI E-KATALOG

DAERAH
4 3b
KEPALA
NEFEA : DAERAH cq.
SKPD SEKDA
 Jenis, volume,
spesifikasi teknis;
« waktu penggunaan,;
* rencana anggaran;
« referensi harga/HPS; S
* informasi produksi
(DN/LN) 6b
 syarat Penyedia 7
\/ KEPALA LKPP cq T
DEPUTI MONEV
DAN PSI '
KELOMPOK

KERJA




Metode Pemilihan Penyedia yang akan
Masuk E-Katalog

Lelang /Seleksi Non Lelang/Non Seleksi

Lelang/Seleksi 'Lelang Tanpa Non Lelang
Cepat Nego Dengan Nego




Kriteria Non Lelang /Non Seleksi

Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi
digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:

a. kebutuhan barang/jasa melebini kemampuan dari 1 (satu)
Penyedia;
b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;

barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak
dan elektronik;

penyedia tunggal; dan/atau

barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d,
berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa
pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila
menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan
negosiasi.

Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan
untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.



Kriteria Non Lelang /Non Seleksi

Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi
digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:

kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;

barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak
dan elektronik;

penyedia tunggal; dan/atau

barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d,
berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan
pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan
metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.

Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan
untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.



Kriteria Lelang dengan Negosiasi

Metode pemilihan Penyedia melalui lelang/seleksi
dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan
ebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki
Karakteristik dan/atau memerlukan perlakuan
Khusus

-

Untuk komoditas obat, lelang dengan negosiasi dilakukan dengan
metode lelang itemized, dimana pemenang suatu obat melayani
satuan kerja satu provinsi yang bersangkutan dengan harga franko
kabupaten /kota



REVIU PROSES PEMILIHAN

« Menyatakan hasil
pemilihan layak
untuk ditindaklanjuti

= dengan
' penandatangan
kontrak katralog

« Menyampaikan dan
mengusulkan
kepada Menteri
bahwa hasil
pemilihan tidak
layak ditindaklanjuti
dengan kontrak

Sekretaris Menteri katalog

-




PIHAK TANDA TANGAN KONTRAK

« Kepala LKPP

 Menteri

Pemerintah

« Kepala Daerah;

Penyedia Barang/Jasa

Tugas dan kewenangan Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dapat didelegasikan
kepada Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP/Sekretaris
Jenderal Kementerian/Sekretaris Daerah (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perka 6/2016)



PENAYANGAN KONTRAK KATALOG

v' Menayangkan daftar
barang/jasa beserta spesifikasi
teknis, harga, dan jumlah
ketersediaan barang/jasa pada
katalog elektronik sektoral
melalul aplikasi yang
dikembangkan LKPP pada
https://e-katalog.lkpp.go.id

Kepala ULP



KESISTEMAN

Sistem berbasis Web:

- 24/7 Layanan
Transaksi secara

Online Sistem dibangun Transaksi (e-
) " dengan platform Purchasing) tercatat
World-wide access open source dalam Data Base

- Aplikasi yang User
Friendly



Direktorat Pengembangan
Sistem Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Gedung LKPP Lantai 6,
Kawasan Rasuna Epicentrum, Ji
Epicentrum Tengah Lot 11 B
Jakarta




